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Summary

Being concerned with forest resources sustainability due 1o ils extraction speed, Indonesia government tried 1o resirict forest
products export by export bans during 1970s until the midle of 1980s, and by raising of export laxes since the end of 1980s.

Export tax is one of government revenie Sources. Indonesia government revenue from export lax is relatively small, it only
accounts for 0,04% of the iotal governmeni revenue, or 0,07% of the total revenue out of oil and gas.

The more the development of the country, the higher the government's revenue from income lax, firm lax, wage tax, and value
added tax, and the more the government's dependency on domestic sources. On the other hand, presently export tax revenue is
relatively low. Indonesia government revenue from export tax is imporiant, bocause the revenue from other taxes is small relatively.

The higher the export tax rate, it will impose more restriction of forest products export flow. Statistically, ai 99% confidence
level, the increase of sawn timber export lax at the end of 1989 has given significant influence on the decrease of sawn timber export
volume. Taxation policy is an effective instrument for allocation of forest product resources.

Forest product export ban is one of non-tariff barrier, in which repleased by export tax policy is in accordance with GATT
agreement. Levying of forest product export tax is a real measures of Indonesia government in executing sustainable development. As

a tariff barier, exercising forest product export tax is not contrary to the consensus in international trading order.

1. PENDAHULUAN

Eksploitasi hutan alam Indonesia secara moderen
dan intensif yang dilakukan oleh pemegang Hak Pengu-
sahaan Hutan (HPH) telah memberi sumbangan yang
besar terhadap pembangunan nasional. Sumbangan ter-
sebut terutama berasal dari kayu bundar yang pada
tahun 1970-an produksinya diutamakan untuk tujuan
ekspor. Selama dekade tersebut, arus ekspor hasil hutan
non kayu seperti rotan juga sangat pesat.

Jenis komoditas ekspor demikian masih termasuk ke
dalam kelompok komoditas primer, karena belum
mengalami proses pengolahan lebih lanjut. Sumbangan
jenis komoditas tersebut terhadap penciptaan lapangan
kerja, nilai tambah, dan peningkatan kesejahteraan masya-
rakat secara keseluruhan masih sangat kecil. Di samping
itu, arus ekspor yang pesat dapat mengancam kelesta-
rian hutannya sendiri, sebab pesatnya kegiatan eksploi-
tasi hutan tidak mudah diimbangi oleh pertumbuhan
kayu dan rotan sampai siap pungut yang membutuhkan
jangka waktu relatif panjang.

Dilandasi kekhawatiran akan terancamnya kelestarian
sumber daya hutan akibat pesatnya kegiatan eksploitasi,
pemerintah berusaha menghambat ekspor hasil hutan.
Selama tahun 1970-an sampai akhir 1980-an; peme-
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rintah menerapkan beberapa kali kebijakan larangan
ekspor. Pada tahun 1979, pemerintah melarang ekspor
rotan asalan. Pada tahun 1980 ekspor kayu bundar di-
batasi, dan pada tahun 1985 dilarang sama sekali. Pada
tahun 1986, pemerintah melarang ekspor rotan mentah.
Selanjutnya pada tahun 1988 ekspor rotan setengah jadi
juga dilarang.

Sejak akhir tahun 1989 pemerintah mulai menerap-
kan kebijakan perpajakan untuk menghambat ekspor
hasil hutan dengan cara menerapkan tarif pajak ekspor
kayu gergajian yang cukup tinggi. Pemerintah juga
mengganti kebijakan larangan ekspor kayu bundar dan
rotan mentah mulai tahun 1992 dengan cara menetapkan
tarif pajak ekspor.yang sangat tinggi.

Perubahan penggunaan jenis instrumen kebijakan ter-
sebut menunjukkan keinginan pemerintah untuk mulai
menggunakan instrumen kebijakan ekonomi dalam
mengatur alokasi hasil hutan dan mempertahankan
kelestarian sumher daya hutan alam. Perpajakan adalah
salah satu instrumen kebijakan yang tangguh (Boadway
dan Wildasin, 1984), yang dapat berfungsi sebagai
pemupuk penerimaan negara, pengatur alokasi sumber-
daya, dan sejalan dengan konsensus perdagangan
internasional yang disepakati dewasa ini, sebagaimana
akan disajikan oleh hasil studi ini.



II. BAHAN DAN METODE

Kajian yang disajikan dalam tulisan ini merupakan
kajian pustaka yang berasal dari sumber sekunder,
dilangkapi dengan analisis data sekunder tentang ekspor
hasil hutan. Beberapa pustaka yang menjadi sumber
kajian ini dapat dilihat pada bagian akhir dari tulisan
ini. Sementara itu, sidik regresi sederhana digunakan
untuk menganalisis pengaruh kenaikan tarit pajak eks-
por terhadap volume ekspor kayu gergajian dengan
model sebagai berikut.

Y = a + bX
di mana:
Y = volume ekspor kayu gergajian (dalam m?)
X = tahun sebagai peubah boneka
1966-1989 (sebelum kenaikan pajak ekspor) adalah 0
1990-1993 (sesudah kenaikan pajak ekspor) adalah 1
a = konstanta
b = koefisien regresi
Peubah Y dan X dinyatakan dalam logaritma.

IlIl. PERANAN PAJAK DALAM PENGATURAN
EKSPOR HASIL HUTAN
A. Pajak Sebagai Sumber Penerimaan Negara

Dalam setiap sistem perekonomian, pemerintah se-
nantiasa mempunyai peranan penting. Dalam pereko-
nomian moderen, peranan pemerintah untuk mengatur
jalannya roda perekonomian bahkan semakin besar.
Setidaknya ada tiga peran yang dapat dilakukan peme-
rintah, yaitu peranan alokasi, distribusi, dan stabilisasi
(Mangkusubroto, 1988). '

Dalam setiap negara, selalu terdapat berbagai jenis
barang yang tidak disediakan oleh sektor swasta atau
oleh mekanisme pasar melalui transaksi jual-beli,
karena barang tersebut dapat dimanfaatkan oleh setiap
anggota masyarakat seperti jalan raya, jembatan, dan
lain-lain. Oleh karena itu, pemerintah yang menyedia-
kannya dengan cara mengatur alokasi sumber daya yang
dimiliki secara efisien. Demikian pula, untuk memini-
mumkan kesenjangan tingkat pendapatan di antara
anggota masyarakat, maka pemerintah dapat mengubah
distribusi pendapatan masyarakat kearah lebih merata
misalnya menggunakan alat kebijakan perpajakan atau
subsidi. Selain itu, untuk mengatasi gangguan inflasi
atau deflasi yang dapat mengganggu stabilitas per-
ekonomijan atau menghambat pembangunan, pemerintah
dapat melakukan tindakan stabilisasi ekonomi misalnya
melalui kebijakan moneter.

For. Prod. Res. J. Vol. 12 No. 4 (1994)

Kegiatan operasional demikian memerlukan dana.
Dana untuk membiayai pengeluaran pemerintah dapat
bersumber dari penerimaan pemerintah. Dalam pereko-
nomian campuran seperti Amerika Serikat, ada tiga cara
utama yang dapat ditempuh untuk memupuk pene-
rimaan pemerintah, yaitu memungut berbagai jenis
pajak, menerbitkan surat berharga, dan mencetak uang
(Boadway dan Wildasin, 1984). Namun secara umum
penerimaan pemerintah bersumber dari penerimaan
pajak dan bukan pajak.

Untuk negara berkembang seperti Indonesia, sumber
penerimaan bukan pajak biasanya berasal dari pin-
jaman. Penerimaan pajak berasal dari berbagai jenis
pajak yang dibayarkan oleh anggota masyarakat kepada
pemerintah. Ada berbagai jenis pajak yang menjadi
sumber penerimaan pemerintah Indonesia, yaitu pajak
pertambahan nilai (PPN), pajak bumi dan bangunan
(PBB), bea masuk, pajak ekspor, pajak lainnya, dan
pajak penghasilan. Besarnya penerimaan pemerintah
dari pajak dapat diikuti pada Tabel 1.

Tabel 1. Realisasi Penerimaan Negara 1991/1992
Table 1. Actual Government Receipts 1991/1992

Jenis penerimaan Jumlah %
(Kind of receipts) (Tatal)
I. Penerimaan dalam negeri/ 41.585 80,00
Routine receipts
A. Penerimaan minyak bumi & gas/ 15.039 28,92
Oil and gas receipts
B. Penerimaan di luar minyak bumi dan gas/ 26.546 51,08
Non oil and gas receipis
1. Pajak penghasilan/Income tax 9.580 18,43
2. PPN barang & jasa dan pajak penjualan 8.926 17,18
atas barang mewah/Value added tax on
goods and sevices and tax on the sale
of luxuries good (VAT)
3. Bea masuk/Import duties 2.133 4,10
4. Cukai/Exercises duties 2.223 4,28
5. Pajak ekspor/Export tax 19 0,04
6. Pajak lainnya/Others tax 303 0,58
7. PBB/Taxes on land & building 875 1,68
8. Penerimaan bukan pajak/ 2.487 4,79
Non-iax receipis
‘9. Penerimaan penjualan BBM/
Orther oil receipts
II.Penerimaan pembangunan/ 10.409 20,00
Development receipts -
A. Bantuan program/ Program aid 1.563 - 3,00
B. Bantuan proyek/* Project aid 8.846 17,00
Jumlah/ Total 51.994 100,00

Sumber: Diolah dari Statistik Indonesia, BPS, 1992,
(Source: Processed from Indonesia Statistic, BPS, 1992.)

Berdasarkan Tabel 1 dapat dilihat bahwa penerimaan
pemerintah Indonesia dari pajak ekspor adalah paling
kecil yaitu, 0,04% dari jumlah penerimaan pemerintah.
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